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Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten
Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi
Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan  Peraturan  Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6398); |
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6; Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang
Sistem Nasional [lmu Pengetahuan dan Teknologi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20I9
Nomor 148) /
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Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18
Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6402);

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2020 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11
Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6477);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun
2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun
2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat
Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang
melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan

Urusan Pemerintahan;



Menetapkan

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Dalam Negeri (Berita Negara Republk Indonesia
Tahun 2021 Nomor 398);

12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021
tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam
Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);

13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021
tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada
Instansi  Pemerintah  Untuk  Penyederhanaan
Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 556);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 3
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Bombana Tahun 2016 Nomor 3).

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG ORGANISASI DAN TATA
KERJA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
KABUPATEN BOMBANA.

BAB1I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Bombana.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemeritah Kabupaten
Bombana.
3. Bupati adalah Bupati Bombana. /
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Sekretaris Daerah adalah  Sekretaris Daerah

Kabupaten Bombana.

. Badan adalah Badan Penelitian dan Pengembangan

Kabupaten Bombana.

. Jabatan Administrator adalah Jabatan yang memiliki

tanggung jawab memimpin pelaksanaan seluruh
kegiatan  pelayanan publik serta administrasi

pemerintahan dan pembangunan;

. Jabatan Pengawas ' adalah jabatan yang memiliki

tanggung jawab mengendalikan pelaksanaan kegiatan

yang dilakukan oleh pejabat pelaksana.

. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang

berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan

fungsional  berdasarkan pada  keahlian dan

keterampilan tertentu.

BAB II
BENTUK NOMENKLATUR DAN TIPE
' PERANGKAT DAERAH

Bagian Kesatu
Bentuk Perangkat Daerah

Pasal 2

Perangkat Daerah Kabupaten yang melaksanakan urusan

pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan diwadahi
dalam bentuk Badan.

No

Bagian Kedua
Nomenklatur Perangkat Daerah

Pasal 3

menklatur Perangkat Daerah Kabupaten sebagaimana

Pengembangan Kabupaten Bombana.

dimaksud dalam Pasal 2 adalah 7adan Penelitian dan
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Bagian Ketiga
Tipe Perangkat Daerah

Pasal 4

Tipe perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3, diklasifikasikan atas Tipe C.

Penentuan tipe Badan Penelitian dan Pengembangan
Kabupaten Bombana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berdasarkan hasil pengukuran intensitas penyelengaraan
urusan pemerintahan bidang Penelitian dan
Pengembangan Daerah. |

Penentuan intensitas penyelenggaraan urusan
pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

BAB III
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu

Kedudukan Organisasi

Pasal 5
Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bombana
merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan daerah.
Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bombana
dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah
dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris
Daerah.

Pasal 6
pala Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten

mbana mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan

pengembangan di bidang  penyelenggaraan  urusan

pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan

daerah kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan




Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 6, Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan

Kabupaten Bombana menyelenggarakan fungsi :

a.

Urn

penyusunan kebijakan teknis penelitian dan
pengembangan pemerintahan kabupaten;

penyusunan perencanaan program dan anggaran
penelitian dan pengembangan pemerintahan kabupaten;
pelaksanaan penelitian  dan  pengembangan  di
pemerintahan kabupaten;

pelaksanaan pengkajian kebijakan lingkup urusan
pemerintahan daerah kabupaten;

fasilitasi dan pelaksanaan Inovasi daerah;

pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan
penelitian dan pengembangan di kabupaten;

koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan
pengembangan lingkup pemerintahan kabupaten;
pelaksanaan administrasi penelitian dan pengembangan
daerah kabupaten, dan

pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Pasal 8

1tuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 7, Badan Penelitian dan Pengembangan

Ka,

a.

bupaten Bombana memiliki kewenangan sebagai berikut:
perumusan Kebijakan pemerintah daerah dan pelaksana
bidang penelitian dan pembangunan potensi daerah serta
pengembangan kemasyarakatan;

pembinaan dan koordinasi pelaksanaan penelitian dan
pengembangan di jajaran pemerintah;

pelaksanaan urusan Tata Usaha meliputi; kepegawaian,
keuangan, perlengkapan sarana  penelitian dan
pengembangan serta rumah tangga; dan

evaluasi pelaksanaan hasil kegiatan penelitian dan

pengembangan.
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| Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 9 .

5 Susunan organisasi Badan Penelitian dan Pengembangan
Kabupaten Bombana, terdiri atas:

a. kepala badan;

b. sekretaris; |

c. bidang sosial, ekonomi dan pemerintahén;

d. bidang pembangunan, inovasi dan teknologij '

e. sub bagian umum,; |

f. sub bagian perencanaan dan keuangan; dan

g. kelompok jabatan fungsional.

Bagan struktur organisasi Badan Penelitian dan
Pengembangan Kabupaten Bombana tercantum dalam
lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan

dengan Peraturan Bupati ini.

BAB IV
TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Kepala Badan

Pasal 10

Kepala Badan mempunyai tugas membantu Bupati dalam

penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah dibidang

Penelitian dan Pengembangan Daerah serta Penilaian atas

Pelaksanaannya.

Bagian Kedua

Sekretariat

Pasal 11

(1)Sekretariat mempunyai tugas memberikan pelayanan

administratif dan teknis kepada semua unsur di
lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan
Kabupaten Bombana./
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(2) Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris yang berada di

D

a

P,

bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.

Pasal 12

alam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
asal 11, Sekretariat menyelenggarakan fungsi :
perumusan perencanaan program dan anggaran,

pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja, serta
pelaksanaan kerja sama penelitian dan pengembangan;
pengelolaan verifikasi keuangan, pelaksanaan

perbendaharaan dan urusan akuntansi dan pelaporan

keuangan;
pengelolaan ketatausahaan, pelaksanaan
kerumahtanggaan,  keamanan, perlengkapan dan

pengelolaan aset serta urusan perpustakaan dan
dokumentasi; |

pengelolaan administrasi kepegawaian dan pembinaan
jabatan fungsional, serta evaluasi Kinerja Aparat Sipil
Negara; dan

pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan

sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 13

Sekretariat terdiri atas :

a.
b.

C.

sub bagian umum;
sub bagian perencanaan dan keuangan; dan

kelompok jabatan fungsional.

(2) Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di

bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

(3) Kelompok Jabatan Fungsional bertanggung jawab kepada

Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.

Pasal 14

(1) Syb Bagian Umum mempunyai tugas :

.|penyusunan rencana kegiatan dan anggaran sub bagian

umuim;

.|melakukan urusan rumah tangga dan perlengkapan/
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melakukan evaluasi kelembagaan dan ketatalaksanaan;

I melakukan urusan ketatausahaan, kearsipan, kehumasan,

dan pengelolaan informasi publik;

.| melakukan penyimpanan, penilaian, pemindahan dan

penjadwalan retensi serta pemusnahan arsip;
menyusun dan melaksanakan Standar Pelayanan (SP) dan

Standar Operasional Prosedur (SOP);

.| melaksanakan  Sistem  Pengendalian Intern (SPI),

penyelenggaraan urusan perpustakaan;

| melakukan urusan tata usaha kepegawaian, disiplin

pegawai, pembinaan jabatan fungsional, dan evaluasi
kinerja Aparatur Sipil Negara;

melakukan telaahan dan penyiapan bahan penyusunan
peraturan perundang-undangan; dan

melakukan tugas lain yang di berikan Sekretaris sesuai

dengan tugasnya.

(2) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas :

(1)

a.

c.
Ke
Pa
tu
tu
Pe

melakukan pengelolaan dan penyiapan bahan pelaksanaan

verifikasi;

.| pengelolaan dan penatausahaan barang milik daerah,

perbendaharaan, dan pembukuan keuangan, urusan
akuntansi dan pelaporan keuangan; dan

penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan.

lompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam
sal 13 ayat (1) huruf ¢, mempunyai tugas melaksanakan
gas teknis sesuai bidang keahliannya dan melaksanakan
gas lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan

raturan Perundang-Undangan yang berlaku

Bagian Ketiga

Bidang Sosial, Ekonomi dan Pemerintahan

Pasal 15

Bidang Sosial, Ekonomi dan Pemerintahan mempunyai tugas

melaksanakan Penelitian dan Pengembangan di bidang sosial,

ek

onomi dan pemerintahan.
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(2) Bidang Sosial, Ekonomi dan Pemerintahan dipimpin oleh

Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab

kepada Kepala Badan.

m

L

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
P

asal 15, Bidang Sosial, Ekonomi dan Pemerintahan

enyelenggarakan fungsi :

penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, program,
dan anggaran penelitian dan pengembangan di bidang
sosial, ekonomi dan pemerintahan,;

penyiapan bahan pelaksanaan penelitian dan
pengembangan di bidang sosial, ekonomi dan

pemerintahan;

.| penyiapan bahan pelaksanaan pengkajian kebijakan di

bidang sosial, ekonomi dan pemerintahan;

penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang
sosial, ekonomi dan pemerintahan;

penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan
penelitian dan pengembangan pemerintah daerah di bidang
sosial, ekonomi dan pemerintahan,;

pengelolaan data kelitbangan dan peraturan, serta
pelaksanaan pengkajian peraturan;

fasilitasi pemberian rekomendasi penelitian bagi warga
negara asing untuk diterbitkannya izin penelitian oleh
instansi yang berwenang;

pelaksanaan administrasi dan tata usaha; dan
pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan

sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Pasal 17

Struktur  organisasi Bidang Sosial, Ekonomi dan

Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri

‘atas Kelompok Jabatan Fungsional.
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Bagian Keempat

Bidang Pembangunan, Inovasi dan Teknologi

Pasal 18

) Bidang Pembangunan, Inovasi dan Teknologi mempunyai

-y

tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan, serta
fasilitasi dan penerapan di bidang inovasi dan teknologi.

) Bidang Pembanguném, Inovasi dan Teknologi dipimpin oleh

N

Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung
jawab kepada Kepala Badan.

Pasal 19

alam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

& O

asal 17, Bidang Pembangunan, Inovasi dan Teknologi

enyelenggarakan fungsi :

p B

penyiapan bahan penyusunan kebijakan téknis, program,
dan anggaran penelitian dan pengembangan, serta fasilitasi
dan penerapan di bidang pembangunan, inovasi dan
teknologi;

b! penyiapan bahan rancangan kebijakan terkait jenis,
prosedur dan metode penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah yang bersifat inovatif;

c.| penyiapan bahan pelaksanaan penelitian dan
pengembangan di bidang pembangunan, inovasi dan
teknologi;

d! penyiapan bahan pelaksanaan pengkajian kebijakan dan
fasilitasi di bidang pembangunan, inovasi dan teknologi;

e.| penyiapan bahan, strategi, dan penerapan di bidang
pembangunan, inovasi dan teknologi;

f.| penyiapan bahan ,pemantauari, evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan penelitian dan pengembangan, serta fasilitasi
dan penerapan di bidang pembangunan, inovasi dan
teknologi;

g.| penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan
penelitian dan pengembangan pemerintahan daerah, serta
fasilitasi dan penerapan di bidang pembangunan, inovasi

dan teknologi{

























